
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.626, 2013 KEMENTERIAN KEHUTANAN. Kayu. 
Pemanfaatan. Izin. Perubahan. 

 
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR P.20/MENHUT-II/2013 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 

P.14/MENHUT-II/2011 TENTANG IZIN PEMANFAATAN KAYU 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan 
Nomor P.14/Menhut-II/2011 telah ditetapkan Izin 
Pemanfaatan Kayu; 

b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung 
Republik Indonesia Nomor 41/P/Hum/2011 Perkara 
Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Menteri 
Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 dan 
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.65/Menhut-
II/2009, beberapa Pasal dalam Peraturan Menteri 
Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 dan 
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.65/Menhut-
II/2009, untuk dicabut; 

c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam 
pemanfaatan kayu berdasarkan prinsip tata 
pemerintahan yang baik, perlu mengubah beberapa 
ketentuan Izin Pemanfaatan Kayu; 
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 
P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 
Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3419); 

 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang 
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); 

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4412); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah  beberapa  kali  diubah  terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang   Perubahan kedua atas  Undang-Undang   
Nomor   32  Tahun  2004   tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 140); 

 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang 
Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai 

www.djpp.kemenkumham.go.id

http://www.djpp.kemenkumham.go.id


2013, No.626 3

Atas Tanah (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  
Tahun 1996   Nomor 58, Tambahan Lembaran  Negara  
Republik  Indonesia  Nomor 3643); 

 7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang 
Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 67,  Tambahan  Lembaran  
Negara  Republik  Indonesia  Nomor 4207), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 15,  Tambahan  
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 4813); 

 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang 
Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan 
Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22,  Tambahan  
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 4696), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor  3  Tahun  2008  (Lembaran  Negara  
Republik  Indonesia Tahun 2008 Nomor  16,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4814); 

 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan  Pemerintahan  antara  Pemerintah,  
Pemerintah  Daerah Propinsi,  dan  Pemerintah  
Daerah  Kabupaten/Kota  (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

 10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Perubahan  Peruntukan Dan Fungsi 
Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik  Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5097); 

 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112); 

 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang 
Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik  Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5285); 

 13. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
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sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 91 Tahun 2011; 

 14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 
2011; 

 15. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang 
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan 
Presiden Nomor 59/P Tahun 2011; 

 16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-
II/2007 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, 
Pemungutan dan Pembayaran Provisi Sumber Daya 
Hutan dan Dana Reboisasi; 

 17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/Menhut-
II/2009 tentang Pemasukan dan  Penggunaan  Alat  
Untuk Kegiatan  Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Atau 
Izin Pemanfaatan Kayu (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 265); 

 18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-
II/2010 tentang  Tata  Cara  Pelepasan  Kawasan  
Hutan  Produksi  Yang Dapat Dikonversi (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 377) 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2011 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
319); 

 19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-
II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 405) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 
P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 779); 

 20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-
II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142); 

 21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-
II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan 
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Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 191) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-
II/2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 328); 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN 
NOMOR P.14/MENHUT-II/2011 TENTANG IZIN 
PEMANFAATAN  KAYU. 

Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 
14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142), diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan  Pasal 1 angka 5, angka 7, angka 16 dan angka 29 diubah, 
dan ketentuan diantara angka 13 dan angka 14, angka 17 dan angka 
18, angka 19 dan angka 20, serta angka 28 dan angka 29, disisipkan 
5 (lima) angka baru yakni angka 13a, angka 17a, angka 19a, angka 
19b, dan angka 28a, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1 

1.  Izin Pemanfaatan Kayu yang selanjutnya disebut IPK adalah izin 
untuk memanfaatkan kayu dan/atau bukan kayu dari kawasan 
hutan produksi yang dapat dikonversi dan telah dilepas, kawasan 
hutan produksi dengan cara tukar menukar kawasan hutan, 
penggunaan kawasan hutan pada hutan produksi atau hutan 
lindung dengan izin pinjam pakai, dan dari Areal Penggunaan Lain 
yang telah diberikan izin peruntukan.  

2.  IUPHHK-HA adalah izin usaha yang diberikan untuk 
memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan alam pada 
hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, 
pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran.  

3.  IUPHHK-HT adalah izin usaha yang diberikan untuk 
memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan tanaman 
pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, 
pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan 
pemasaran.  

4.  IUPHHBK-HT adalah izin usaha yang diberikan untuk 
memanfaatkan hasil hutan berupa bukan kayu dalam hutan 
tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, 
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